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PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu jenis tindakan kriminal yang paling
serius dan berdampak signifikan pada masyarakat. Dalam merespons kejahatan ini,
berbagai negara menerapkan hukuman yang beragam, salah satunya adalah hukuman
mati. Hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana sejak zaman
kuno. Pada masa peradaban awal, seperti di Mesir Kuno, Babilonia, dan Yunani Kuno,
hukuman mati sering diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran, termasuk
pembunuhan, pengkhianatan, dan pelanggaran keramat (Altman, 2021). Kitab Hukum
Hammurabi, yang merupakan salah satu kode hukum tertua yang diketahui, juga
mencakup hukuman mati untuk beberapa tindak pidana. Penggunaan hukuman mati di
masa ini biasanya bersifat publik dan bertujuan untuk menghukum terpidananya serta
memberikan efek jera kepada Masyarakat (Khan et al., 2022).

Pada Abad Pertengahan di Eropa, hukuman mati masih menjadi salah satu bentuk
hukuman yang paling umum, tetapi eksekusinya sering kali disertai dengan penyiksaan
atau cara eksekusi yang sangat brutal, seperti dibakar hidup-hidup, dipenggal, atau
digantung (Brodie et al, 2023). Hukuman ini bukan hanya dimaksudkan untuk
menghukum individu yang bersalah tetapi juga untuk menunjukkan kekuasaan dan
wewenang negara atau pihak berwenang. Pergeseran besar-besaran mulai terjadi pada
Zaman Pencerahan ketika para filsuf dan pembuat undang-undang mulai
mempertanyakan legitimasi hukuman mati dan mendukung reformasi hukum yang lebih
manusiawi (Kramer & Stoicescu, 2021).
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Di era modern, pandangan terhadap hukuman mati sangat bervariasi di seluruh
dunia. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati sepenuhnya, menganggapnya
sebagai bentuk hukuman yang melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif sebagai alat
pencegah kejahatan. Negara lain, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, tetap
mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya, meskipun dengan
penerapan dan prosedur yang ketat dan menghadapi kritik internasional. Perdebatan
tentang moralitas, efektivitas, dan keadilan dari hukuman mati terus berlanjut,
mencerminkan perubahan nilai sosial, politik, dan hukum dari zaman ke zaman (Spytska,
2022). Hukuman mati menjadi topik yang kontroversial karena melibatkan aspek moral,
etika, hukum, serta hak asasi manusia. Beberapa negara menjadikan hukuman mati
sebagai alat utama dalam sistem peradilan pidana mereka, dengan tujuan memberikan
efek jera dan keadilan bagi korban. Sementara itu, negara lain menolaknya dengan alasan
humanisme, potensi kesalahan yudisial, dan hak untuk hidup (Welsh, 2024).

Dalam konteks global, penerapan hukuman mati menampilkan keragaman yang
mencerminkan perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan politik masing-masing
negara. Di Amerika Serikat, hukuman mati masih diimplementasikan di beberapa negara
bagian untuk kasus-kasus pembunuhan berat. Sebaliknya, negara-negara anggota Uni
Eropa umumnya telah menghapus hukuman mati, menggantinya dengan hukuman
seumur hidup atau kurungan waktu lama. Negara-negara di Asia, seperti China dan
Indonesia, juga memiliki kebijakan yang ketat dalam menegakkan hukuman mati untuk
tindak pidana pembunuhan (Darke & Khan, 2021).

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas, keadilan,
dan dampak sosial dari penerapan hukuman mati. Studi komparatif tentang penerapan
hukuman mati dalam kasus pembunuhan di berbagai negara dapat memberikan wawasan
tentang bagaimana konteks hukum, budaya, dan politik mempengaruhi kebijakan pidana.
Selain itu, dengan meningkatnya perdebatan global tentang hak asasi manusia dan standar
internasional, analisis tentang hukuman mati akan membantu memahami sejauh mana
norma-norma hak asasi manusia telah mempengaruhi perubahan dalam kebijakan hukum
pidana di berbagai negara (Olujobi & Yebisi, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan,
praktisi hukum, dan aktivis hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk menciptakan
sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif (Gann & Palmer, 2021). Penelitian ini
mengkaji tentang Perspektif Teoritis Tentang Hukuman Mati, menganalisis faktor-faktor
yang memengaruhi penerapan atau penghapusan hukuman mati, Mengevaluasi dampak
sosial dan hukum dari penerapan hukuman mati dan analisis penerapan hukum mati di
berbagai negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis
komparatif. Data akan dikumpulkan melalui kajian literatur. Metode penelitian literatur
merupakan pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai, dan menyintesis
sejumlah besar informasi yang sudah diterbitkan sebelumnya terkait dengan topik atau
pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini sangat penting dalam berbagai bidang
akademik untuk memahami tren penelitian terkini, mengidentifikasi kesenjangan
pengetahuan, dan memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian lebih lanjut
(Abdussamad, 2022); (Wekke, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif Teoritis Tentang Hukuman Mati

Hukuman mati, atau dikenal juga sebagai eksekusi atau pidana mati, adalah
tindakan legislatif yang memerintahkan eksekusi fisik seseorang sebagai sanksi atas
kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat. Hukuman ini sering kali dianggap sebagai
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bentuk hukuman paling ekstrem dan final, menghilangkan peluang untuk rehabilitasi atau
pembebasan di masa depan. Hukuman mati biasanya diterapkan untuk kejahatan-
kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan pengkhianatan, meskipun
kriteria dan penerapannya dapat bervariasi di tiap negara atau yurisdiksi (Supriadi et al,,
2021).

Konsep hukuman mati telah menjadi subjek perdebatan panjang dalam bidang
moral, hukum, dan hak asasi manusia. Para pendukung hukuman mati berargumen bahwa
hukuman ini memberikan efek jera yang kuat terhadap kejahatan berat dan berfungsi
sebagai bentuk keadilan retributif bagi korban dan masyarakat. Mereka juga berpendapat
bahwa hukuman mati adalah cara yang sah untuk melindungi masyarakat dari pelaku
kejahatan berbahaya (Bassiouni, 2023). Di sisi lain, para penentang hukuman mati
menyoroti risiko kesalahan hukum yang dapat mengakibatkan eksekusi orang yang tidak
bersalah, serta menyatakan bahwa hukuman mati tidak memberikan peluang untuk
rehabilitasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar,
termasuk hak untuk hidup dan kebebasan dari siksaan serta perlakuan tidak manusiawi
(Ferreira & Gongalves, 2022). Dalam studi dan diskusi mengenai hukuman mati, terdapat
beberapa perspektif teoritis utama yang sering diangkat, yaitu teori retributif, teori
deterrence (pencegahan), teori rehabilitasi, dan teori restoratif. Setiap perspektif ini
menawarkan pandangan dan justifikasi yang berbeda mengenai penerapan hukuman mati
dalam sistem peradilan pidana (Efendi & Hadana, 2021).

Teori retributif memandang hukuman mati sebagai bentuk balasan yang setimpal
atas kejahatan yang telah diperbuat. Prinsip utama dari teori ini adalah "mata ganti mata,
gigi ganti gigi," yang berarti bahwa keparahan hukuman harus sebanding dengan
keparahan kejahatan. Hukuman mati, dalam perspektif retributif, dipandang sebagai cara
untuk menghukum pelaku kejahatan besar secara adil dan menyeimbangkan keadilan
moral. Teori ini menekankan tanggung jawab individu atas tindakan mereka dan melihat
hukuman sebagai bentuk pengakuan atas dosa atau kesalahan yang telah mereka lakukan
(Ramadani et al.,, 2021).

Teori deterrence berfokus pada pencegahan kejahatan dengan menimbulkan
ketakutan akan hukuman di kalangan masyarakat. Menurut teori ini, hukuman mati dapat
berfungsi sebagai ancaman yang efektif yang mencegah orang lain melakukan kejahatan
yang serupa. Ada dua bentuk utama dari deterrence: 1) Specific Deterrence: Bertujuan
untuk mencegah pelaku yang sudah dihukum dari melakukan kejahatan lagi. 2) General
Deterrence: Bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan
dengan menyediakan contoh hukuman yang berat. Pendukung teori ini berargumen
bahwa kesadaran akan adanya hukuman mati akan mengurangi angka kejahatan berat
seperti pembunuhan dan terorisme (Kaplan et al., 2021).

Teori rehabilitasi dan restoratif mengambil pendekatan yang berbeda terhadap
penanganan kejahatan. Teori rehabilitasi berfokus pada upaya untuk mengubah dan
memperbaiki perilaku pelaku melalui program pembinaan dan pendidikan, dengan tujuan
agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang bermanfaat. Dalam
konteks ini, hukuman mati tidak sesuai karena tidak memberikan kesempatan bagi pelaku
untuk memperbaiki diri (Miller et al., 2023).

Sementara itu, teori restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku,
korban, dan masyarakat. Ini melibatkan proses di mana pelaku diharapkan bertanggung
jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah mereka
sebabkan. Hukuman mati, menurut pendukung teori ini, menghilangkan peluang untuk
proses pemulihan dan penebusan, serta memutus hubungan yang bisa saja dipulihkan
dengan cara yang lebih konstruktif (Babanina et al., 2021).

Dengan demikian, berbagai perspektif teoritis menawarkan sudut pandang yang
berbeda tentang tujuan dan manfaat hukuman mati, mencerminkan kompleksitas dan
kontroversi yang ada dalam praktik ini.
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan
aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. Pertama-tama, kerangka hukum dan konstitusi
suatu negara memainkan peran utama. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang
secara eksplisit mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, seperti
pembunuhan berencana, terorisme, atau pengkhianatan (Daniels et al.,, 2021). Selain itu,
keputusan dari badan legislatif dan peradilan dalam menafsirkan hukum dapat
memengaruhi sejauh mana hukuman mati diterapkan dan dalam konteks hukum apa saja
hal ini dianggap sah. Kebijakan politik dan perubahan pemerintahan juga dapat membawa
perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap hukuman mati (Aksamitowska, 2021).

Selain faktor hukum, kondisi politik turut mempengaruhi penerapan hukuman
mati. Di beberapa negara, politikus mungkin mendorong penggunaan hukuman mati
untuk menunjukkan ketegasan dalam menangani kejahatan dan menggalang dukungan
publik. Dalam situasi dimana ada tekanan dari kelompok-kelompok atau partai politik
tertentu, penerapan hukuman mati bisa dijadikan alat untuk menunjukkan ketegasan dan
komitmen terhadap hukum dan ketertiban. Sebaliknya, di era di mana hak asasi manusia
menjadi fokus utama, tekanan dari komunitas internasional dan organisasi-organisasi
HAM dapat mengurangi penggunaan hukuman mati atau bahkan mendorong
penghapusannya (Munir et al., 2021).

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Persepsi
masyarakat tentang keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia sering kali mencerminkan
pandangan mengenai hukuman mati. Di beberapa budaya, hukuman mati diterima sebagai
bagian dari keadilan retributif dan dianggap perlu untuk membalas dendam atas
kejahatan berat. Namun, di masyarakat lain, terutama di negara-negara yang lebih maju
dalam hal advokasi HAM, ada semakin banyak penolakan terhadap hukuman mati dan
kesadaran akan kemungkinan adanya kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki
setelah eksekusi dilaksanakan (Kim & Merlo, 2023).

Akhirnya, ada juga pertimbangan ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan
untuk menerapkan hukuman mati. Proses hukum yang kompleks dan panjang, sering kali
termasuk berbagai tahap banding, dapat menjadi sangat mahal bagi negara. Selain itu, ada
juga pertanyaan tentang efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk mengurangi tingkat
kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup, yang dapat menjadi
faktor penentu dalam keputusan kebijakan. Efisiensi dan penilaian biaya terhadap
manfaat dari penggunaan hukuman mati dapat berdampak pada seberapa sering atau
apakah hukuman ini diterapkan dalam sistem hukum suatu negara.

Evaluasi Dampak Sosial Dan Hukum Dari Penerapan Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati memiliki dampak yang signifikan baik dari segi sosial
maupun hukum yang perlu dievaluasi secara mendalam. Dari perspektif sosial, hukuman
mati sering kali diperdebatkan karena dampaknya terhadap masyarakat secara
keseluruhan. Beberapa orang berargumen bahwa hukuman mati bertindak sebagai
pencegah (deterrent) terhadap kejahatan berat, dengan asumsi bahwa ancaman hukuman
paling ekstrem dapat mencegah orang melakukan kejahatan (Albrecht & Kalmthout,
2023). Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa bukti mengenai efek deterensi
hukuman mati tidak meyakinkan dan dalam beberapa kasus justru tidak ada perbedaan
signifikan antara negara atau regional yang menerapkan dan tidak menerapkan hukuman
mati dalam hal tingkat kejahatan berat (Momen & Dilks, 2024).

Dari perspektif hukum, penerapan hukuman mati memunculkan berbagai isu
mengenai keadilan dan hak asasi manusia. Risiko kesalahan yudisial, di mana individu
yang tidak bersalah bisa dihukum mati, menjadi perhatian utama. Kasus-kasus yang
melibatkan pengakuan salah, bukti yang keliru, atau bias dalam sistem peradilan
menunjukkan bahwa kesalahan yudisial bisa dan memang terjadi. Mengingat hukuman
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mati bersifat final dan tidak dapat diperbaiki, implikasi hukum dari kesalahan ini sangat
besar dan dapat merusak integritas sistem peradilan (Sitompul & Sitompul, 2022).

Dampak sosial lainnya melibatkan dimensi psikologis dan etis bagi masyarakat,
keluarga korban, dan keluarga terpidana. Hukuman mati dapat menimbulkan trauma
berkepanjangan baik bagi keluarga korban kejahatan maupun keluarga terpidana yang
menghadapi eksekusi. Dari sisi etis, banyak masyarakat dan kelompok advokasi
memandang hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yang diakui
dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Dampak traumatik dan
kontroversi etis ini memperkuat argumen bagi mereka yang mendesak agar hukuman
mati dihapuskan (Anwary, 2023).

Di sisi hukum, dampak lain dari penerapan hukuman mati adalah kecenderungan
hukum yang berbeda di negara-negara yang memiliki perjanjian internasional. Banyak
negara menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk menghapuskan hukuman
mati, terutama jika mereka adalah penandatangan konvensi-konvensi tertentu terkait hak
asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan ketegangan hukum dan politik antara kewajiban
internasional dan hukum domestic (Fox et al., 2023). Selain itu, negara-negara yang masih
memberlakukan hukuman mati harus sering kali menghadapi kritik internasional dan
potensi sanksi, yang dapat mempengaruhi posisi diplomatik dan perdagangan
internasional mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan hukum dari
penerapan hukuman mati ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih adil,
manusiawi, dan sesuai dengan norma-norma internasional (Brodie et al., 2023).

Melanjutkan evaluasi mengenai dampak sosial dan hukum dari penerapan
hukuman mati, penting juga untuk mempertimbangkan evolusi pandangan global
terhadap praktik ini. Sejumlah negara telah beralih menuju abolisi hukuman mati, baik
secara legal maupun de facto, dengan mempertimbangkan standar hak asasi manusia dan
pandangan publik yang berkembang (Kriisselmann et al., 2023). Di beberapa yurisdiksi,
perdebatan tentang hukuman mati juga memunculkan diskusi tentang reformasi sistem
peradilan pidana secara lebih luas, mencakup pencegahan kejahatan, pendekatan
rehabilitasi, dan kesejahteraan korban. Banyak negara yang masih mempertahankan
hukuman mati kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hukum tradisional
dengan tuntutan modern untuk memenuhi standar hak asasi manusia yang lebih
manusiawi (Dowdeswell, 2022).

Dari perspektif kebijakan, pemerintah yang mempertahankan hukuman mati
sering kali perlu memberikan pembenaran yang kuat tentang mengapa hukuman ini tetap
efektif dan perlu dibandingkan dengan alternatifnya, seperti hukuman seumur hidup
tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat (Suonpaia et al, 2024). Evaluasi yang
komprehensif harus dilandasi bukti dan data konkret mengenai efektivitas hukuman mati
dalam menurunkan tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu,
mereka juga harus mempertimbangkan reformasi sistem yang lebih besar yang berfokus
pada pencegahan kejahatan dan peningkatan akuntabilitas sistem hukum sehingga tidak
hanya terfokus pada retributif, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Merrills
& Robertson, 2022).

Dengan demikian, evaluasi dampak sosial dan hukum dari penerapan hukuman
mati menunjukkan bahwa dampak hukuman mati ini kompleks dan memerlukan
pendekatan yang bijaksana dan berdasarkan bukti. Meski ada argumen yang mendukung
hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan serius, banyak bukti menunjukkan bahwa
efek preventifnya tidak konsisten, sedangkan risiko kesalahan yudisial dan implikasi hak
asasi manusia tetap menjadi masalah utama. Dari sisi sosial, penerapan hukuman mati
juga menimbulkan dampak traumatik dan memperuncing dilema etis dalam masyarakat.
Dengan begitu, banyak negara saat ini bergerak ke arah reformasi untuk mencari jalan
yang lebih humanis dan berbasis keadilan dalam sistem hukum mereka, mendorong
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adopsi kebijakan yang mengutamakan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan
restoratif.
Analisis Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Berbagai Negara

Penerapan hukuman mati berbeda-beda di setiap negara, dipengaruhi oleh faktor
budaya, hukum, dan politik yang unik. Misalnya, di Amerika Serikat, hukuman mati masih
diterapkan di beberapa negara bagian, meskipun jumlah eksekusi dan dukungan publik
terhadap hukuman mati telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Negara bagian
seperti Texas dan Florida dikenal sebagai yang paling aktif dalam melaksanakan hukuman
ini. Namun, perbedaan hukum federasi memungkinkan negara bagian lain, seperti New
York dan New Jersey, untuk menghapus hukuman mati, dengan alasan risiko kesalahan
yudisial dan pelanggaran hak asasi manusia (Sun et al.,, 2022).

Di Asia, Tiongkok menduduki peringkat teratas dalam jumlah eksekusi tahunan,
meskipun angka pastinya diselimuti kerahasiaan negara. Hukuman mati di Tiongkok
mencakup berbagai kejahatan, termasuk korupsi, penyelundupan narkoba, dan kejahatan
ekonomi. Jepang juga masih menerapkan hukuman mati, namun frekuensi eksekusi jauh
lebih rendah dan proses hukumnya terkenal lambat, dengan banyak terpidana mati
menunggu bertahun-tahun di hukuman mati sebelum eksekusi dilaksanakan (Rashid,
2021). Berbeda dengan Tiongkok, hukuman mati di Jepang sering kali menimbulkan
kontroversi dan mendapat perhatian internasional terutama terkait kondisi hidup yang
isolatif bagi para terpidana dan metode eksekusi yang tidak transparan (Ash et al., 2023).

Di Timur Tengah, negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi juga terkenal dengan
frekuensi tinggi eksekusinya. Di Iran, hukuman mati diterapkan untuk berbagai kejahatan,
mulai dari pembunuhan hingga pelanggaran narkotika dan bahkan beberapa pelanggaran
moral seperti perzinaan dan sodomi. Arab Saudi menerapkan hukuman mati sesuai
dengan hukum syariah, dan pelanggar bisa dieksekusi untuk kejahatan seperti
pembunuhan, pemerkosaan, penyelundupan narkoba, dan bahkan bentuk pelanggaran
agama. Prosedur hukumnnya termasuk pemenggalan di depan umum yang menimbulkan
kontroversi besar dan kritikan dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional
(Putra & Ahyani, 2022).

Di Eropa, hukuman mati hampir sepenuhnya dihapuskan, dengan Belarus sebagai
pengecualian yang menonjol. Uni Eropa bahkan menjadikan penghapusan hukuman mati
sebagai prasyarat bagi keanggotaan, mencerminkan komitmen regional terhadap hak
asasi manusia. Contoh lainnya adalah Rusia, yang meskipun memiliki hukum yang
memungkinkan hukuman mati, telah melakukan moratorium de facto sejak tahun 1996,
mengindikasikan transisi ke pendekatan lebih kemanusiaan dalam sistem hukumnya.
Perspektif Eropa sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah, nilai-nilai kemanusiaan,
dan konsensus politik yang mendukung hak asasi manusia dan penolakan terhadap
hukuman yang dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (Luban et
al,, 2023).

Perbandingan penerapan hukuman mati di berbagai negara menunjukkan
beragam pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, hukum, dan politik. Di
Amerika Serikat, perbedaan antar negara bagian mencerminkan debat yang sedang
berlangsung tentang efektivitas dan etika hukuman mati. Sementara di Asia, Tiongkok dan
Jepang menunjukkan kontras dalam frekuensi dan transparansi eksekusi hukuman mati.
Timur Tengah mencerminkan penerapan hukum yang ketat berdasarkan syariah, dengan
Arab Saudi dan Iran sebagai contoh utama dalam menggunakan hukuman mati untuk
berbagai jenis kejahatan. Di sisi lain, Eropa hampir secara keseluruhan menghapus
hukuman mati, menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia (Arimoro, 2021).

Secara umum, tren global menunjukkan penurunan dukungan dan pelaksanaan
hukuman mati, seiring dengan meningkatnya tekanan dari organisasi hak asasi manusia
dan perubahan dalam norma-norma hukum internasional. Namun, perbedaan regional
dan negara yang besar menggambarkan kompleksitas dalam menghapus atau
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mempertahankan hukuman mati. Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati
sering kali berada dalam posisi yang kontroversial di panggung internasional, berhadapan
dengan kritik dari komunitas global (Nowak, 2021).

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks lokal dan
historis dalam membahas hukuman mati. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua;
setiap negara memiliki tantangan dan pertimbangan sendiri. Namun, adanya dialog
internasional tentang hak asasi manusia dan keadilan dapat mendorong negara-negara
untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman matinya dan mencari alternatif yang
lebih manusiawi dan efektif.

Dengan demikian, studi tentang penerapan hukuman mati di berbagai negara
bukan hanya soal hukum dan kebijakan, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan
kemajuan peradaban global. Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang
reformasi hukum pidana dan keadilan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak
yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif penerapan hukuman mati dalam Kkasus
pembunuhan di berbagai negara, terlihat bahwa ada perbedaan signifikan dalam
pendekatan setiap negara terhadap kebijakan ini. Beberapa negara, seperti Amerika
Serikat dan Jepang, masih mempertahankan hukuman mati dan menganggapnya sebagai
pencegah yang efektif terhadap kejahatan berat. Sebaliknya, negara-negara di Eropa,
seperti Inggris dan Jerman, telah menghapus hukuman mati, mencerminkan penghargaan
tinggi terhadap hak asasi manusia dan penilaian bahwa hukuman mati tidak efektif
sebagai alat pencegahan kejahatan. Selain itu, penerapan hukuman mati seringkali
dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan hukum yang khas di setiap negara. Di negara-
negara Timur Tengah seperti Iran dan Arab Saudi, hukum syariah memainkan peran
penting dalam penentuan hukuman mati, yang mencakup sejumlah besar tindakan
kriminal selain pembunuhan. Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok menggunakan
hukuman mati tidak hanya untuk kejahatan kekerasan tetapi juga untuk kejahatan non-
kekerasan, memperlihatkan pendekatan yang lebih luas dan kadang-kadang kurang
transparan dalam eksekusinya. Keberagaman pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak
ada konsensus global tentang efektivitas atau keadilan hukuman mati. Meskipun beberapa
negara terus mempertahankan hukuman ini dengan argumen pencegah, lainnya
melihatnya sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Tren global cenderung
menuju pengurangan dan bahkan penghapusan hukuman mati, didorong oleh advokasi
internasional dan perubahan dalam norma-norma sosial dan hukum. Analisis ini
menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam menerapkan kebijakan
hukuman mati, serta perlunya dialog internasional untuk mendorong praktik keadilan
yang lebih humanis dan efektif.
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